
j

J. ~
;. .

. . ..j"J.i: ..: ~i'...

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nu~ Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara
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Nomor .1655);

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi
perencanaan program taktis strategis pembangunan
Kabupaten Bima, perlu disusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas
program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima)
tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis
strategis dalam mencapai visi dan misi yang dapat
dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cam
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cam Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KeIja
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurl a dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
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2. Undang-Undang Nornor 17 Tabun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
200~2025 (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kaIi terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); ,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun ,"2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);
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II. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941)i

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor994);

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tabun
2017 tentang Tata Cam Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
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19.Peraturan Menter{ Onlom Negen Nomor90 Tabun
2019 tentang KlosinkaaJ. Kodefikaa' dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
KeuonganDaerah:

20. Peraturan Dacrah Provinsl NUlla Tenggara Sarat
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembongunan Jangka Panjang Oaerah Provinlri
NusaTenggaraBarat Tabun 2005-2025 (Lembaran
DaerahProvinsi NusaTengpra Sarat Tabun 2008
Nomor3);

21. Peraturan Daerah Provinsi NUlla TenggaraSarat
Nomor3 Tabun 2010 tentangRencanaTata Ruang
WilayahProvinsiNusaTenggaraSarat Tahun 2009-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi NUM Tenggara
Barat Tabun 2010 Nomor26, TambahanLembaran
DaerahProvinsiNusaTengg.a.raBarat Tahun 2010
Nomor56);

22. Peraturan Oaerah Provinsi Nusa TenggaraBarat
Nomor2 Tabun 2021 tentangperubahanPeraturan
Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
PembangunanJangka MenengahOaerah Provinsi
NusaTenggaraBarat Tabun 2019-2023 (Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat
Nomor171)j

23. PeraturanDaerahKabupatenSima Nomor7 Tabun
2005 tentangRPJPDKabupatenBimaTabun 2005-
2025 [Lembaran Daerah Tabun 2005 Nomor 11,
Tambahan LembaranDaerah Tabun 2005 Nomor
03);

24.PeraturanDaerahKabupatenBima Nomor9 Tabun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bima Tabun 2011 - 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tabun 2011 Nomor 9;
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima
Tabun 2011 Nomor47);

25. PeraturanDaerahKabupatenBima Nomor4 Tabun
2016 tentangPembentukandan SusunanPerangkat
Daerah Kabupaten Sima (Lembaran Daerah
KabupatenBimaTahun 2016 Nomor16; Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sima Tahun 2016
Nomor761;

26. PeraturanDaerabKabupatenBima Nomor5 Tabun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
MenengahDaerah(RPJMO)KabupatenBima Tabun
2021-2026
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Bima.

3. Bupati adalah Bupati Bima,
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah,

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tabun
terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan
tahun2026.

7. Rencana KeJja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)Tahunan.

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerahj' Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

10. Program adalah bentuk penjabaran kebijakan
Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur aesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu Program.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANO RENCANA
STRATEOISPERANOKATDAERAHTAHUN2021-
2026.

Menetapkan
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(2) Uraian aistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun

2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidale terpiaa.kan dati Peraturan Bupati ini.

c. Bab 1lI Permasalahan dan isu strategis
Perangkat Daerah;

d. BablV Tujuan dan Sasaran;

e. BabV Strategi dan Arah Kebijakan;

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta pedanaan;

g. Bab VII Kinerja penyeJenggaraan bidang
urusan; dan

h. Bab VIII Penutup

{I) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 disuaun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran pelayanan Perangkat

"paerahj ',f "

Pasa14

Pasal3
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala
Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasa12
III Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat

Daerah Tahun 202]-2026.
~ Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan.
Sasaran, Program. Kegiatan pcmbangunan daJam
rnngka pelaksanaan Urusnn Pemerintahan Wf\.Iibdan/ntau
Urusan Pcmcrlntahan PiJihan sesual dengan tugas dan
fungsi seuap Pemngkat Oacmh, yang dlausun berpedoman
kepada RPJMOdan bersifat indlkatif.

BASil
RENSTRA PERANOKAT DAERAH TAHUN 202J-2026
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H.M. TAUFIK HAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMA.

,.,
SERlTA DAERAH KABUPATEN SIMA TAHUN 2021 NOMOR ....6.;:"S

Diundangkan di Sima
pada tanggal, l- II- 2021

~Hj.

PasalS
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati im dengan
penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sima .
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BABIH
KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Sima
pada tanggal. I" NO'(Ut'lbcr--2021
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